Struktur Organisasi Bapenda

Berdasarkan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kota Bandung yang
ditetapkan tanggal 3 Maret 2021, telah mengubah nomenklatur Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah disingkat BPPD menjadi Badan Pendapatan Daerah disingkat Bapenda.

Susunan Organisasi Badan meliputi:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah.

d. Bidang Pendapatan Asli Daerah 1, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
2. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; dan
3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ.

e. Bidang Pendapatan Asli Daerah 2, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan
3. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah.

f. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan;
2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
3. Sub Bidang Penindakan.

g. UPTD.

h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bapenda Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah fungsi
penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah. Pada Senin, 13 Oktober 2020 Wali Kota
Bandung telah melantik H. ISKANDAR ZULKARNAIN., ST., MM. menjadi Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala Badan, oleh 223 Orang Pelaksana/JFU;

3 Orang Pejabat Fungsional, serta 30 Pejabat Struktural meliputi:

o 1 Sekretaris (esselon IllA) yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian (esselon IVA);
o 4 Kepala Bidang (esselon IlIB) yang masing-masing membawahi 3 Kepala Sub Bidang (esselon IVA);
o 5 Kepala UPT (esselom IVA) yang masing-masing membawahi Kepala Sub Bagian TU pada

UPT(esselon IVB)

Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bapenda Kota Bandung memiliki

257 Sumber Daya Aparatur (tanggal 1 Juni 2021) dengan klasifikasi sebagai berikut:
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